
Mengingat: 1.Undang-UndangNomor 18Tahun 1999 tentangJasaKonstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38:33);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah derigan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan efektifitas pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun Anggaran 2016 telah mengalami perubahan berkaitan

dengan kondisi dan keadaan dilapangan, perlu ditetapkan

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan Kedua Peraturan

Bupati Konawe Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan Tahun Anggaran 2016.

BUPATI KONAWEKEPULAUAN,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATI KONAWEKEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAANANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJA DAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN

TAHUNANGGARAN2016

PERATURANBUPATI KONAWEKEPULAUAN
NOMOR .\~ TAHUN 2016

TENTANG

BUPATIKONAWEKEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Undang-UndangNomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran NegaraRepublik

Indonesia Nomor4150);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4247);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4286);
6. Undang-UndangNomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);

7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438);

10.Undang-UndangNomor26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4725);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4846);
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12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5038);
13.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5043);

14.Undang-undang Nomor 12Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5234);

15.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan
Kabupaten KonaweKepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,
Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5415);

16.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5494);

17.Undang-undang Nomor23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587);

18.Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
KegiatanInstansi Vertikaldi Daerah (LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 1988 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor3373);

19.Peraturan PemerintahNomor 25 Tahun 2000 tentang
. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3952);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan KepalaDaerah dan WakilKepalaDaerah
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor210,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4028);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Pemerintah Nomor24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4712);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4575);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2005 Nomor140,Tambahan LembaranNegara
RepublikIndonesia Nomor4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4593);

26. Peraturan PemerintahNomor6Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik NegaraJDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor78, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4855);
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27. Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4614);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

KabupatenjKota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4737);
29. Peraturan PemerintahNomor41Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4741);
30. Peraturan Pemerintah Nomor16Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5104);

31. Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberiandan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PajakDaerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor119,Tambahan LembaranNegaraRepublik

Indonesia Nomor5161);
32. Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah;

33. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaPemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaPemerintahan Daerah;

34. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor13Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan

Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengelolaanKeuangan Daerah;

35. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor 17Tahun 2007 tentang
PedomanTeknis PengelolaanBarang MilikDaerah;

36. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor21/PMK.05/2007 tentang
KerjaLembur dan Pemberian UangLembur bagi PegawaiNegeri
Sipil;

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor22/PMK.05/2007 tentang
Pemberian Uang Makan bagi PegawaiNegeriSipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang
Makan bagi PegawaiNegeriSipil;

39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara;

40. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

PertanggungjawabanBendahara serta Penyampaiannya;
41. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor20 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan MenteriDalamNegeriNomor20 Tahun 2009 ten tang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusias di
Daerah;

42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010
tentang MekanismeFormulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif

Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan
Udara NiagaBerjadwalDalamNegeri;

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor97/PMK.05/2010 tentang
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetapsebagaimana telah diubah
denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
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Nomor97jPMK.05j2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri

BagiPejabat Negara, PegawaiNegeridan PegawaiTidakTetap;
44. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53jPMK.02j2014 tentang
Standar BiayaMasukan Tahun Anggaran2016;

46. Peraturan MenteriKeuangan Nomor113jPMK.05j2012 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
PegawaiNegeridan PegawaiTidakTetap;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1

Tahun 2015 TentangAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016

(LembaranDaerah Kabupaten KonaweKepulauan Tahun 2015
Nomor01);

48. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Willayab
Nomor373jKPfSjMj2001 tentang SewaRumah Negara;

49. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2006
tentang Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan

atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan AnggotaDPRD;

50. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 28 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten KonaweKepulauan Tahun 2015 Nomor28);

51. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten KonaweKepulauan Tahun Anggaran
2016 (BeritaDaerah Kabupaten KonaweKepulauan Tahun 2016

Nomor29);
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal II

Klasifikasi dan harga

KET
Uraian Type Luas Sewa Perubahan

Bangunan Perbulan Sewa Perbulan
(Rp.)(M2) (Rp.) UNTUKBULAN

OKTOBBRS/D
D.IJ.SII:ImU

Wakil Bupati A 350 4.000.000 7.000.000
Ketua DPRD A 350 4.000.000 7.000.000 UNTUK

BULAN
Wakil Ketua DPRD A 300 3.500.000 6.000.000 OKTOBER

BID
Anggota DPRD B 150 3.000.000 5.000.000 DBBBIIBER

Sekda B 150 3.000.000 6.000.000

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah

jabatan bagi Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan

Anggota DPRD, dapat diberikan tunjungan perumahan, dengan

memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

(2) Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai

dengan standarsatuan harga sewa rumah setempat.

(3) Besarnya tunjangan perumahan ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 128

Bagian Ketiga
Sewa Rumah Jabatan

Ketentuan pasal 128 ayat (3) diubah, sehingga pasal 128 (3) secara keseluruhan

berbunyi sebagai berikut :

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016

ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten

Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

Pasal I

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENKONAWE
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

MEMUTUSKAN:

Revisi Kesatu Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016
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Pembina Utama Muda, IV/ c
Nip. 19680515 199703 1 006
BERITADAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUANTAHUN2016 NOMOR .Y.'?

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 3\ - lO - 2016
SEKRETARISDAERAH
KABUPATENKONAWEKEPULAUAN

4.BAGIAN

1.SEKDA
JABATAN

PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Langara
pada tanggai, .:1\ - LC - 20 1~

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, Pengundangan
Peratuaran Bupati ini dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
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